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KOMIS]PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UIIIUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2OO8

TENTANG

Menimbang
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

t a. bahwa sesuai ketenhrn pasal 58 huruf e Undang{Jndang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerdh disebutkan bahwa salah satu persyaratan
bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jo Pasal 38
ayat (1) huruf e, huruf I bahwa persyardtan bagi pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani
berdasarkan hasil pemeriksaan unh.rk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daenh dan tidak pemah melakukan
perbuatan tercela;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditunjuk fim Pemeriksa
Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubemur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Nusa
Tenggara Barat Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenaggafti Barat.

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembardn
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251). sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undarg-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Pakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana
telah diubah teGkhir dengan Undangdndang Nomor 10 Tahun 2006 Gntang
Penetapan Perafuran Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Peryvakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tenhng Penebpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tenbng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O{
tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerinbh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
s€bagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian lGpah Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembamn Negard
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputrisan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik
Pelaksanaan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelengggara Pemungubn Suara
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

11. Kepufusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.8 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 26 Tahun 2007.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa TenggaE Barat
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dan Penilaian
Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur
dalam Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah MaEmm Sebagai Tempat Pemeriksaan
Kesehatan Menyeluruh Dan Pemeriksaan Bebas Narkotika, Obat Terlarang
PasangEn Calon Gubernur Dan wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum
Gubemur Dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

Masa pemeriksaan dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengon
adanya penetapan pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani
yang ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB pada Pemihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubemur NTB Tahun 2008

Segala Biaya yang berhubungan dengan pemeriksaan pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur dibebankan kepada masing - masing pasangan Gllon
Gubemur dan Wakil Gubemur NTB;

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Mataram
melakukan Koordinasi dengan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan rohani
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB;
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Dalam Melaksanakan h-rgasnya Rumah Sakit Umum Daerah Mataram bertanggung
jawab kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi NTB

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditebpkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008
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GGARA BARAT
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